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The form burecucracy in a country basically reflects the interaction between value premise
arid factual premise. An effort in the reformation of administ-ation, which in reality, is a process
Jor manipulating several determinants of bureducracy so that the entire components of bureau-
cracy will be oriented towards the objective, which is intended to be shaped through the develop-
rient process, all requires a lot of consideration on the determinants cf bureaucratic reformation
earlier on mentioned. This is because it is necessary fo realize that some determincnts of bureau-
cratic reformation ofien times, pass by the stuctural-pracedural dimention, psychological dimen-
tion, economic and stuctural dimention, and ﬁnally the cultural dimention.

It is apparent that bureaicracy in Indonesia is signified by the coexistence between Weberian
bureaucracy which originates from the west and the traditional bureaucracy which has its roots in
the socio~cultural aspects of the place.

With due tonsideration o the conditions which have been pointed out above, this writing
suggests that the process of bureaucratic transformation is not only able to make an emphasis on
th formal aspects of a modifving system:. In order that the administration reformation pmust point
out not only at the industrialization process, bt also on the phenomenon or the shape of the indus-

triai society with the values which arc inherent in that particular society.

Permasalahan pokok yang
dibahas dalam tulisan ini berkenaan
dengan tema reformasi administrasi
negara. Pertanyaan yang hendak di-
jawab adalah seberapa jauh refor-
masi administrasi negara yang sela-
ma ini dilakukan telah menyentuh
sendi-sendi budaya birokrasi Indo-
nesia dalam konteks transformasi
struktural. :

Ada beberapa premise yang
menjadi landasan pembahasan tulis-
an ini. Pertama, birokrasi mendu-
duki posisi strategis-instrumental
untuk mewujudkan cita-cita pem-
bangunan suatu negara. Value pre-
mise ini membawa kita pada suatu
kesimpulan bahwa secara normatif
semua elemen birokrasi, seperti
struktur dan kultur birokrasi, com-
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pliunce svstems, working norms,
prosedur kenja, serta client reia-
tionships mengacu kepada tujuan
pembangunan nasional yang ingin
diwujudkan. Kedua, karena dengan
makin jauhnya tahapan pembangun-
an nasional, tujuan pembangunan
nasional juga dapat berubah, maka
sosok dari elemen-elemen birokrasi
tadi seharusnya juga merefleksikan
perubahan tadi. Birokrasi sebagai
wahana strategic-instrumental un-
tuk mencapai pertumbuhan eko-
nomi setinggi-tingginya, misalnya,
seharusnya mempunyai karakteris-
tik lain dari birokrasi sebagai wa-
hana strategis-instrumental  untuk
mengemban tugas melaksanakan
pembangunan sumber-daya manu-
sia. Ketiga, factual premise tentang
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birokrasi mengungkap bahwa bi-
rokrasi berakar (embedded) di da-
lam suatu lingkungan sosio-kultural
yang mau tidak mau akan mewamai
kultur birokrasi, dengan implikasi-
nya, mewarnai pula dinamika struk-
tur, compliance systems, working
norms, serta client-relationships di
dalam birokrasi tadi.

Sosok sesuatu birokrasi, de-
ngan demikian mencerminkan in-
teraksi antara value premise dan
fuctua! premise tadi. Suatu upaya
reformas1 administrasi yang pada
hakekatnya merupakan suatu proses
uniuk  memanipulasikan berbagai
determinan birokrasi sehingga se-
luruh komponen birokrasi akan ber-
orientasi pada tujuan yang hendak
diwyjudkan melalui proses pem-
bangunan dalam kurun waktu ter-
tentu tadi, periu benar-benar peka
terhadap berbagai determinan refor-
masi birokrasi tadi. Perlu pula di-
sadari, bahwa determinan-determi-
nan tadi seringkali melampaui di-
mensi  struktural-prosedural, dan
menjangkau pula dimensi-dimens:
psikologis, ekonomis, dan kuitural.

Dari apa yang telah diuraikan
di atas, dapatlah ditarik kesimpulan
bahwa diagnosis yang salah dalam
kerangka mengidentifikasikan de-
terminan birokrasi, akan mengha-
silkan teraphy yang tidak tepat -da-
lam proses reformasi administrasi
tadi.

KULTUR BIROKRASI: KELES-
TARIAN DAN PERUBAHAN

Suatu kajian diakronis terha-
dap proses pembangunan nasional
akan mengungkap adanya proses
pemitosan di satu pihak dan demis-
tifikasi di lain pihak, terhadap tu-

* juan pembangunan nasional yang

secara aktual (melampaui statement
politik resmi) ingin diwujudkan.
Dalam pemerintahan Orde Lama,
misalnya, jelas pembangunan poli-
tik mendominasi pemikiran para
pemimpin dan birokrasi Indonesia
pada waktu itu. Pembangunan poli-
tik diartikan sebagai nation-buil-
ding, membentuk suatu bangsa yang
terintegrasi karena adanya ke-
samaan pandangan hidup, ke-
samaan bahasa. kesamaan nusa. dan
kesamaar bangsa. Tuges utama
para pimpinan dan birokrat adalalk
mentransformasikan kultur parokial
menuju terbentuknya identitas na-
sional. Nation building dipandang
sebagai tanggung jawab noblesse
oblige para pimpinan dan birokrat,
membawa nusa dan bangsa menuju
pada modern dan national style of
life (Feith, 1973, p.35).

Dinamika dalami konfigurasi
politik selanjutnya telah membawa
kelaliiran pemeiintahan Orde Barm,
dengan serangkaian value premises
yang bharu yang bertumpu pada Tui-
logi Pentbangunan: stabilitas nasi-
onal, pertumbuhan ekonomi, dan
pemerataan  pendapatan, dengan
berbagai variasi perwujudan dan
skala prioritasnya. Paradigma-para-
digma growth-cum-debt, growth-
cum-redistribution,  growth-cum-
poverty-alleviation dengan berbagai
variasi intensitasnya, di dalam ak-
tualitasnya menjadi landasan pem-
bangunan nasional.

Apabila kita berasumsi bahwa
birokrasi . secara normatif seclalu
menduduki posisi relatif, vis-a-vis
pembangunan nasional yang ingin
diwujudkan, maka normaliter akan
terjadi pergeseran yang cukup fun-
damental dari solidarity-maker-type
bureaucracy yang mewarnai me-
kanisme pembangunan nasional pa-
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da era Orde Lama, menuju kepada
Weberian-tvpe bureaucracy, yang
mendasarkan diri pada prinsip-prin-
sip rasionalitas, certainty., dan
efisiensi.

Persoalannya adalah, apakah
sosok birokrasi yang secara norma-
tif diharapkan terwujud menjadi pe-
nopang pembangunan nasional se-
suai dengan misi dan mandat yang
akan dilaksanakan, akan manifes di
dalam periode yang berbeda dengan
niial  pembangunan yang berbeda
pula tadi? Pengkajian dari beberapa
cendekiawan menunjukkan bahwa
kecenderungan tadi tidak ierjadi.
Dengan kata lain kecenderungan
persistence lebih dominan daripada
kecenderungan change.

Ruth T. McVey (1982, pp. 84-
91), misalnya, melihat persamaan di
dalam style antara birokrasi Orde
Baru dengan birokrasi pemerintah
kelomal Hindia Belanda pada tahun
1930-an, pada saat pemerintah ko-
lonial Hindia Belanda mulai mene-
kankan pada prinsip-prinsip moder-
nitas, efisiensi, dan developmenti go-
vernance, suatu sosok birokrasi
yang dikenal dengan Beambten-
staat, atau dalam terminologi Fred
W. Riggs disebut sebagai bureau-
cratic polity. Ciri utama tipe biro-
krasi ini adalah terinsulasikannya
proses pengambilan keputusan dari
rakyat banyak. Lokus real politics
tidak terletak di lembaga per-
wakilan, akan tetapi di dalam aparat
birokrasi itu sendiri, antara lain
melalui mekanisme patron-client.
McVey sendiri mempertanyakan,
mengapa terdapat stylistic similarity
dari dua sistem pemerintahan dari
dua dimensi waktu yang berbeda,
apakah persamaan ini merupakan
koinsidensi superfisial, atau karena
adanya tuntutan fask-environinent
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yang sama (penekanan pada efi-
siensi dan rechnical expertise), atau
ada persamaan kontekstual. Dia
menarik kesimpulan bahwa kedua
sistem pemerintahan tadi menda-
sarkan diri pada prinsip power dan
political demobilization.

Beberapa cendekiawan lain
menolak penarikan persamaan an-
tara sistem pemerintahan Orde
Baru dengan Beambtenstaat-nya
Ruth McVey (1982) atau dengan
Bureauciatic polity-nya Fred W.
Riggs atau Karl D. Jackson (1972).
Herbert Reith (1979), misainya,
menarik persamaan antara sistem
pemerintahan Orde Baru dengan
neopatrimonial regime, suatu sitem
pemerintahan vang ditandai oleh
adanya detraditionalized persona-
lized patrimonialism. Sebagaimana
pandangan McVey tentang Beamb-
tenstaat, pandangan Feith tentang
neopatrimonialistic =~ bureaucracy
bertumpu pada adanya kontinuitas.
svatu kistoricai legacy, kontinuitas
di dalam norma, ide-ide sosio-poli-
tis. dan kontinuitas proses, bukan
kontinuitas struktural.

Dwight Y. King, melihat sisi
lain dari karakteristik birokrasi Orde
Baru yang disebutnya sebagai hus-
requcratic authoritarian .regime
(1982, p. 109). Bureaucratic-au-
thoritarian model mempostulasikan
suatu dominasi politik yang distinct,
modern, dan relatif stabil yang tim-
bul di dalam kerangka konfigurasi
historis dan kondisi politik yang
mempunyai kemampuan untuk
mempertahankan kekuasaannya dan.
mengeliminasi  kekuatan-kekuatan
destabilisasi yang timbul dalam
proses modernisasi, karena hakekat
dari struktur dan prosesnya sendiri
(King, 1982, p.110). Berbeda de-
ngan bureaucratic polirv.  yang
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legitimasinya pada
legal-rasional, dan
berbeda dari neopatrimonialistic
bureaucracy yang mendasarkan
kekuasaannya pada imbalan dan in-
sentif material, maka bureaucratic-
authoritarian  regime membina
landasan legitimasi yang bersifat
pluralistik, yang merupakan kombi-
nasi dari karakteristik campuran
yang amat diperhitungkan antara
prinsip-prinsip  tradisional. karis-
matik, legal. substantif-rasiona!l, dan
efisiensi teknis.

Kita dapat berbeda pendapat
tentang pandangan yang menga-
nalogikan sifat-sifat birokrasi de-
ngan berbagai model tadi. Agaknya,
karakteristik birokrasi sekarang me-
rupakan resultan' dari unsur-unsur
historis yang persistent, nilai-nilai
Weberian bureaucracy, dan unsur-
unsur tradisional.

Tetapi pertanyaan yang harus
dijawab adalzah, apakah sosok biro-
krast yang merupakan aglomerasi
dari berbagai unsur tadi dapat men-
jadi wahana yang efektif dan instru-
mental bagi pencapaian ° tujuan
pembangunan pada kurun waktu
tertentu dan, apabila tidak, strategi
reformasi yang bagaimana yang
harus diterapkan.

mendasarkan
prinsip-prinsip

BUDAYA BIROKRASI DAN
PERUBAHAN STRUKTURAL

Apabila postulat bahwa biro-
krasi merupakan suatu wahana
kelembagaan yang menentukan e-
fektivitas pembangunan nasional,
maka persoalannya adalah, given
(mengingat adanya) sifat-sifat bu-
daya birokrasi sebagaimana yang
digambarkan di atas tadi, maka a-
kankah birokrasi bersifat detrimen-
tal atau instrumental bagi penca-

paian tujuan tadi. Dan apabila ber-
sifat detrimental, reformasi apa
yang harus dilakukan untuk men-
transformasikan budaya birokrasi
tadi?

Pertanyaan di atas tidak selalu
mudah dijawab, apabila kita kaji
proses perubahan struktural yang
tengah terjadi, suatu akselerasi tran-
sisional dari masyarakat agraris
menuju masyarakat industri, yang
terutama sekali merupakan hasil
palicy adjusximent.

Kebijaksanaan policy adjust-
ments pemerintah vang bersifat an-
tisipatif, respousif, dan lentur yang
diambil pemerintah dalam dasawar-
sa 1980-1990-an untuk menanggu-
langi dampak global economic
crisis, agaknya telah membuahkan
hasil. Global economic crisis yang
ditandai oleh timbulnya fenomena
patologi ekonomi baru yaitu stag-
flasi, merosotnya harga minyak se-
cara tajam yang mengakhiri
oil-boom, seria terjadinya currency
realigment dalam bentuk apresiasi
Yen dan Deutsche Mark terhadap
Dolar Amerika, yang telah menim-
bulkan inertia ekonomi di banyak
negara, bahkan sebagian besar
negara-negara berkembang, agak-
nya bagi Indonesia justru meru-
pakan blessing in disguise karena
telah memacu pemikian-pemikiran

. alternatif, melepaskan .ketergan-

tungan pada minyak, dan pada ak-
himya mendorong akselerasi pe-
rubahan struktur ekonomi. Sosok
policy adjustments tadi mencakup,
antara lain, (i) manajemen devisa
mengambang untuk menjaga flek-
sibilitas nilai tukar yang dilakukan
secara aktif; (ii) devaluasi), (iii) re-
formasi perpajakan; (iv) reformasi
perdagangan; (v) simplifikasi peri-
zinan; (vi) deregulasi dan debiro-
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kratisasi; (vii) penggalakan expor
non-migas, terutama komoditas ma-
nufaktur; (viii) debt management
yang sehat; serta (ix) reschedulling
proyek-proyek besar yang amat
menyerap devisa, kesemuanya te-
lah membawa Indonesia melampaui
titik terendah krisis ekonomi pada
sekitar pertengahan dasawarsa tadi,
dan pada akhirnya berhasil menca-
pai economic recovery. Kalau pada
titik terendah tadi ekenomi nasional
hanya tumbuh dengan 3 persen, ma-
ka pada tahun 1990 ekonomi na-
sional tumbuh di sekitas 7,4%, bah-
kan untuk sektor non-minyak tum-
buh dengan 7.9%. Transformasi
struktur ekonomi ‘juga terjadi yang
ditandai oleh meningkatnya kontri-
busi sektor industri untuk pertama
kalinya melebihi standar masya-
rakat industri yang ditentukan oleh
UNIDO (20 %), yaitu 21,3% di ta-
hun 1991, sedang kontnbusi sek-tor
pertanian berada di sekitar 19,5 -
20.0 %. Di samping itu, melalui
program-program stabilisasi harga
kebutuhan pokolk; perbaikan kinerja
sektor agraris; delivery mechanism
basic social service (pendidikan,

kesehatan, sanitasi, air bersih, ke--

luarga berencana, dan sebagainya);
perbaikan konsumsi gizi; alokasi
sumber dari Pusat langsung ke ber-
bagai jenjang pemerintahan sub-
nasional, kesemuanya telah mem-
bawa penurunan mereka yang ber-
ada di bawah garis kemiskinan dari
70 juta orang (60 %) di tahun 1970,
menjadi 54 juta (40%) di tahun
1976, turun lagi menjadi 27 juta (17
%) di tahun 1990, dan 25 juta (15
%) di tahun 1992.

Pertanyaan yang timbul adalah,
apakah kinerja pembangunan yang
demikian tadi dapat dicapai melalui
hudaya birokrasi sebagaiana digam-
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barkan di atas, ataukah budaya bi-
rokrasi tidak relevan sebagai de-
terminan kinerja pembangunan tadi
(atau setidak-tidaknya tidak bersifat
detrimental terhadap proses pem-
bangunan), ataukah melalui budaya
birokrasi yang lebih instrumental,
kinerja pembangunan akan menjadi
lebih baik.

Pada hemat penulis, sosok kul-
tur birokrasi yang menopang proses
pembangunan nasional sckarang ti-
dak bolel tidak (inevitably) akan
menginkoiporasikan dua determi-
nan peiilaku birckrasi, suatu sim-
biosis antara behaviora! con-
sequences dari struktur dan prose-
dur tormal yang mengacu pada We-
berian bureaucracy di satu pihak,
dan behavioral consequences dari
determinan kultural yang ber-akar
dalam sejarah sosial bangsa tadi.
Tarik-menarik antara dua kekuatan
sentripetal dan sentrifugal inilah
yang secdikit banyak akan mencn-
tukan derajat keberhasiian birokrasi’
menopang pembangunan nasional.

Di satu sisi, nilai-nilai We-
herian bureaucracy yang inen-
dasarkan diri pada prinsip-prinsip
efisiensi, rasionalitas, dan certainty
serta calculability yang berakar
pada  intellectual culture negara
maju mulai menggeser nilai-nilai
ekonomi sebagai nilai-nilai ekster-
nal yang harus dipandang sebagai
ceteris-paribus. Nilai-nilai Webe-
rian bureaucracy tadi telah men-
dorong timbulnya berbagai tindakan
reformasi administrasi, antara lain
reformasi administrasi yang meng-
gantikan pseudo-planning mecha-
nism yang menguasal era rejim®
Orde Lama, dengan rational plan-
ning mechanism yang mendasarkan
diri pada prinsip-prinsip calculabil-
ity, certainty, rasionalitas dan efi-
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siensi. Mekanisme yang demikian
tadi agaknya tetap berlanjut sampai
sekarang. Di samping itu suatu sis-
tem mekanisme pengawasan yang
menjamin pelaksanaan pembangu-
nan secara optimal juga mendapat-
kan tekanan, antara lain dengan
mengefektifkan berfungsinya lem-
baga konstitusional Bepeka, mele-
takkan struktur Menko-Ekuin Was-
bang, Irjenbang, BPKP, Inspektur
Jendral, serta meningkatkan pelak-
sanaan fungsi pengawasan melckat.
Hubungan Pusat Dacrab berda-
sarkan prinsip-prinsip otonomi yang
bertanggung jawab, menggantikan
prinsip-prinsip otonomi yang lama.

Namun, menembus unsur-un-
sur rasional Weberian bureaucracy
tadi, ternyata masih melekat culr-
ral determinart dar perilaku biro-
krasi. Kecenderungan ini sedikit-
banyak dipengaruhi oleh sifat ke-
pemimpinan nasional yang me-
ngalami proses sosiaiisasi di dalam
budaya Jawa, sehingga gaya ke-
pemimpinannya merefleksikan Ja-
vanese style of leadership. Ni-
lai-nilai budaya Jawa seperii prinsip
rukun dan harmoni, sabar, aja
nggege mangsa, serta gaya ke-
pemimpinan ing ngarso Ssung-fu-
lada, ing madya mbangun karsa,
tutwuri handayani, amat mewarnai
pelaksanaan manajemen pembangu-
nan. Di samping itu, budaya birok-
rasi yang merefleksikan self-per-
ception mereka tentang fungsi bi-
rokrasi sebagai pangreh (dan bukan
pamong) praja, hubungan patron-
client yang mewarnai interaksi an-
tara pemerintah dan masyarakatnya,
prinsip monoloyalitas yang mere-
fleksikan prinsip hubungan kawula-
gusti, dominasi shame-culture lebih
dari guilt-culture, penekanan pada
* aspek-aspek ritnal yang menge-

Jawantahkan postur theatrical state,
lebih dari aspek-aspek substansial,
kesemuanya membuktikan keles-
tarian pengaruh budaya Jawa di
dalam birokrasi. Dan lebih dari itu,
nilai-nilai budaya Jawa tadi secara
langsung atau tidak langsung
melalui proses akulturasi juga ter-
sosialisasikan pada birokrat non-
Jawa.

Akan tetapi satu hal perlu di-
ingat bahwa kultur yang sepintas
lalu dapai bersifat detrimeatal ter-
hadap proses transtormasi struktural
tadi. sebenarmva dapat dikonversi-
kan menjadi cultural resources
yang positif bagi upaya pemba-
ngunan nasionalisme. Prinsip-prin-
sip paternalisme, misalnya, dapat
menjadi sumber yang kuat bagi
mass-mobilization, yang  justru
meru- pakan sesuatu missing com-
ponent di negara-negara yang soli-
daritas so-sialnya lemah seperti di
Nigeria atau Somalia. Shame-cul-
twre, misalnva, dapat ditransfor-
masikan menjadi wahana social
control yang efektif. Budaya Dupak
Bujang, semu mantri esem bupati,
agaknya tetap relevan menjadi dasar
sistem pengawasan di Indonesia.

EPILOG

Dari apa yang diuraikan di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa
kultur birokrasi di Indonesia ditan-
dai oleh adanya koeksistensi antara
nilai-nilai- Weberian bureaucracy
yang bersumber pada tradisi kultu-
ral-intelektual Barat di satu pihak,
dan nilai-nilai budaya birokrasi
tradisional, yang bersumber pada
konfigurasi historis dan sosio-kultu-
ral setempat. Di dalam banyak hal,
nilai-nilai  budaya birokrasi tra-
disional tadi dapat berfungsi seba-
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gai modifying system, mempe-
ngaruhi intensitas sifat instrumental
nilai-nilai Weberian bureaucracy.
Persoalannya adalah, apakah sosok
budaya birokrasi yang demikian
masih dapat bersifat instrumental
sebagai wahana transformasi me-
nuju masyarakat industrial.

Belajar dari pengalaman se-
jarah bangsa lain sebenamya dapat
ditarik kesimpulan bahwa budaya
birckrasi tradisional yang berakar
pada konfigurasi historis dan sosio-
kultural tidak secara otomatis bersi-
fat detrimental terhadap proses
pembangunan nesicnal menuju ma-
syarakat modern. Proses perkem-
bangan Jepang menjadi raksasa e-
konomi yang modern pada hakekat-
nya juga bertumpu pada beberapa
nilai tradisional, seperti budaya fa-
milism (yang menganggap tempat
kerja sebagai milik keluarga sendiri,
dan karenanya mempunyai komit-
men yang tesar pada tempat kerja);
gerontokrasi  (amat  menghargai
senioritas dalam tempat kerja); ke-
setiaan kepada tempat kerja untuk
scummur hidup, yang amat mem-
batasi turn-over; penekanan pada
consensus-building; dan menghin-
dari pembagian kerja yang tegar --
yang kesemuanya bertentangan de-
ngan prisnsip-prinsip manajemen
Barat, temmyata telah berhasil mem-
bawa Jepang ke dalam tahap per-
kembangannya yang sekarang. Tu-
gas reformasi administrasi, dengan
demikian, tidak mudah karena tidak
hanya berkaitan dengan transplan-
tasi budaya birokrasi asing yang
rasional, dan mengeliminasi budaya
birokrasi yang detrimental, akan
tetapi juga mengidentifikasi unsur-
unsur  sosio-kultural tradisional
yang mempeunyai potensi untuk di-
yadikan cultural resources untuk
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menunjang proses transformasi
struktural. Di lain pihak, Malaysia
melalui kebijaksanaan Look-East
Policy-nya dengan sengaja berusaha
mentransplantasikan nilai-nilai a-
sing dari budaya Jepang, seperti
etos kerja, working-habit, dan seba-
gai-nya ke dalam kultur Melayu
yang dipandangnya seringkali me-
nunjukkan gejala inertia.

Mengkaji ruang-lingkup refor-
masi administrasi di Indonesia seba-
gaimana digambarkain olch Hadi-
sumartc (1976, p. 260) yang terdiri
dari:

(i) improvement of organizational
structures; (ii) procedural improve-
ment; (iii) improvement of quality of
civii servants; (iv) improvement of fi-
nancial administration; (v) improve-
ment in legistical administration: (vi)
improvement 1n statistical administra-
tion; (vii) improvement in the admini-
stretion of state enterprises; (viii)
improvement in research and develop-
ment of public administration.

nampak jelas titik tekannya masih
pada formal aspect of bureaucratic
behavior. Pendekatan yang demi-
kian seringkali tidak efektif karena
mengabaikan faktor kultur sebagai
modifying system. Strategi reorientasi
birokrasi dari orientasi fungsi govern-
ing menjadi empowering; dari service
provider menjadi enabler, dari pro-
duction-centered menjadi human-
centered, kiranya merupakan bagian
dari dimensi kultur birokrasi yang
harus dikembangkan melalui refor-
masi administrasi. Reformasi admi-
nistrasi haruslah mengacu tidak saja
pada proses industrialisasi, akan
tetapi pada terwujudnya masyarakat
industrial dengan nilai-nilai yang in-
heren pada masyarakat tadi. Kultur
birokrasi yang harus diwujudkan.
harus menyadari mandat ini.
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